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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi Pengadilan Agama
dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara hibah beda agama Nomor:
1116/Pdt.P/2019/PA.Shy. serta pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan
perkara tersebut dan bagaimana relevansi penetapan tersebut terhadap
perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sebagaimana ketentuan mengenai
kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah,
dan ekonomi syariah. Hal yang tertulis pada undang-undang tersebut berbeda pada
penerapannya pada perkara hibah yang dikaji dalam skripsi ini, sehingga perlu
diketahui atas dasar apa Pengadilan Agama menerima dan mengadili perkara
tersebut.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis
penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan dalam proses pengumpulan
data menggunakan metode dokumentasi dengan menganalisis data berupa
dokumen penetapan Pengadilan Agama Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Shy
menggunakan metode deskriptif-analisis, dan teknik penulisannya didasarkan
pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini  menjelaskan bahwa kompetensi absolut
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ini adalah didasarkan pada dua
hal: Pertama, agama pemohon yakni Islam, sesuai dengan asas Pengadilan Agama
yaitu Asas Personalitas keislaman. Kedua, akad pada saat transaksi hibah tersebut
dilakukan berdasarkan hukum Islam,.maka pemeriksaan dan penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan hukum"Islam-pula.” Adapun jenis penetapan ini dapat
dikategorikan sebagai = yurisprudensi tidak tetap, ‘sehingga tidak menutup
kemungkinan-untuk diikuti-oleh hakim-hakim-berikutnya dalam hal yang sama
sebagai pertimbangan hukum untuk menerima suatu perkara baru yang masih
samar kewenangan dalam mengadilinya.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama, dan Hibah Beda Agama.
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“If plan A didn't work, the alphabet has 25 more
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa
lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan
Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

"/'Atjr';ug Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ B Be
< ta’ T Te
& sa’ |§ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha’ h{ ha (dengan titik di bawah)
F kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal A zet (dengan titik di atas)
S ra’ R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
e Sad s{ es (dengan titik di bawah)
U Dad d{ de (dengan titik di bawah)
L ta’ t{ te (dengan titik di bawah)
L za’ z{ zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge dan ha
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< fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L ‘El

a Mim M ‘Em

O Nun N ‘En
Waw w We

2 ha’ H Ha

e Hamzah ’ Apostrof

s ya’ v Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh:

J3 Ditulis Nazzala

e Ditulis Bihinna

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

4aSa Ditulis Hikmah
il Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu
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terpisah, maka ditulis dengan h.

sl Y1) 8

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’marburah hidup atau dengan harakat fatzah, kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

JhdliBls Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
I e A
B Fathah Ditulis fa’ala
&t Y | I
2 - % . - U
Ry Dammah Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
Lo Ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
2| et Ditulis Tansa
3 | Kasrah +ya’ mati Ditulis I
Jsfais Ditulis Tafsil
Dlammah + wawu mati Ditulis U
4] gyl Ditulis Usul
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Al
1 a3 Ditulis az-zuhaili
Fatha + wawu mati Ditulis Au
2 | . ad-daulah
Al gall Ditulis




G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Ay Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
Al SECl Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

Ol Ditulis Al-Qur’an
Al-Qiyas

u.u\-\ﬁ\ Ditulis

7

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el)

nya.
& laal) Ditulis As-Sama’
Cleadd Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditutis menurut penulisnya

uag Al g3 Ditulis Zawi al-furud

audial Ditulis

Ahl as-sunnah

J.  Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital



seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal

nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

O oall 438 353 sl (limay 55 Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-

Qur’an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis,
lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-
kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh
Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal
dari negara’ yang ‘menggunakan huruf -Latin, misalnya Quraish
Shihab, /Ahmad Syukuri'Soleh ‘dan sebagainya.

d.. Nama penerbit di Indonesia.yang menggunakan kata Arab
misalnya:

Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
aa Jll an Sl Al sy
D Oe Al dgaiy o pEaiud g Almiud g sdend U deall
Ma Jliay pa g cad Jiaa D all) sagy (pe Wllaef bt s L]
latae O dgdl o al @l i Y osan g allh V) A Y o agil g el sola
e Ll Al iy g
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BAB |
Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan sesuatu yang berharga bagi manusia, dimana segala hal
dapat dipenuhi olehnya, harta tersebut menjadi kuasa penuh atas pemiliknya. Oleh
karena itu dapat disimpan ataupun transaksi kepada orang lain, sehingga harta
tersebut menjadi milik orang lain, karena sejatinya manusia hidup berdampingan
dengan manusia lain sebagai makhluk sosial. Terdapat beberapa cara terkait
dengan perpindahan harta, selain melalui jual beli dan waris, salah satunya adalah
dengan cara hibah yakni pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.* Dari
uraian tersebut dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu proses hukum dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dapat dimanfaatkan, dijual,
dipinjamkan, ataupun dihibahkan kembali kepada orang lain.?

Ahmad Zuhdi menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan harta,
setidaknya terdapat empat kewajiban yang harus dilakukan.-oleh manusia, yakni
(1) mencarinya, selama ada kemampuan dan Kesempatan, (2) mengelola dengan
baik, (3) 'menikmatinya dengan baik, ‘dan " (4) memanfaatkan atau

mendistribusikannya dengan baik.> Hal tersebut menjadi sarana mencari

1 Kompilasi hukum Islam, Pasal 171.

2 Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Figh dan Perkembangannya di
Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) him. 240.

3 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta:
UGM Press, 2011) him. 46.



keberkahan terhadap harta yang dimiliki, mengingat bahwa segala kekayaan yang
ada di dunia ini hanya milik Allah SWT. Sebagai penegasan terkait hal tersebut,
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
A Q93 e Gsey A Al Lag gl B ey Gl glandl (B (e b o) Y
fasa i V) aa lg QBRI Gerty O elS )
Fungsi sosial yang terkandung dalam harta benda merupakan suatu
keseimbangan terhadap kualitas kehidupan manusia, karena hal tersebut dapat
mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. bahkan lebih dari itu,
fungsi sosial yang diterapkan terhadap harta merupakan tindakan yang akan
mengabadikan amal seseorang setelah orang tersebut meninggal. Ibadah sosial
memiliki sandaran teologis yang sangat kuat, karena merupakan realisasi terhadap
ajaran tauhid yang berpuncak pada keyakinan kepada Allah dan segala
kepemilikan berada di tangan Allah.> Fungsi sosial terhadap harta dapat
disalurkan dalam berbagai hal, salah satu diantaranya yaitu hibah.
Apabila terjadi sengketa atau masalah terkait dengan perkara hibah, maka
dapat diselesaikan dengan-berbagai cara, baik melaluijalur non litigasi di luar
pengadilan maupun litigasi yakni melalui proses pengadilan.® Kaitannya dengan

cara litigasi terhadap perkara hibah, pengadilan yang berwenang untuk menerima,

4 Yunus (10): 66.

5> Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta:
UGM Press, 2011) him. 51.

& Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) him. 20.



memeriksa, dan mengadili adalah Pengadilan Agama. Hal ini jika perkara hibah
tersebut dilakukan oleh sesama orang Islam.’

Faktanya terjadi perbedaan dalam penerapan kewenangan pengadilan
berdasarkan tulisan yang telah disebutkan di atas, seperti yang penulis temukan
pada penetapan Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019 lalu, terdapat perkara
hibah antara orang non muslim kepada orang Islam yang masuk perkaranya pada
Pengadilan Agama tersebut hingga diterbitkannya penetapan, yakni Penetapan
Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Shy tentang hibah. Hibah beda agama yang diadili
Pengadilan Agama tersebut berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku,
dimana pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama
memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
antara orang-orang yang beragama Islam.®

Sesuai dengan perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Agama tersebut
menjadi pertanyaan terkait apa yang menjadi dasar diterimanya perkara tersebut,
sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah berbagai perkara antara
orang-orang -Islam. Dari- sini perlu diketahui  lebih- lanjut Undang-Undang
kompetensi absolut Pengadilan Agama yang mengadili antara orang-orang Islam
tersebut apakah dilihat dari agama pemohon perkara, pemberi hibah, ataukah
penerima hibah.

Dalam permasalahan hibah sebelumnya pernah disinggung Abdul Manan,
bahwa dalam praktik pelaksanaan penyelesaian perkara hibah di Pengadilan

Agama, sering ditemukan problem-problem hukum yang memerlukan solusi

" Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (d).

8 Undang-Undang Pengadilan Agama Pasal 49.



dalam penyelesaiannya. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hibah
baik penghibahan seluruh harta, rujuk dalam hibah, maupun terkait barang yang
dihibahkan.®
Dari gambaran latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis
tertarik untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana kewenangan absolut
Pengadilan Agama terkait dengan perkara hibah beda agama pada Penetapan
Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Sby yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan
dalam pendaftaran perkaranya tidak terdapat adanya penolakan oleh ketua
Pengadilan Agama terhadap perkara tersebut. Dalam kasus ini perlu diteliti lebih
lanjut mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama yang berbeda teori dari
Pasal 49 dalam Undang-Undang Kehakiman serta tinjauan hukum islam terhadap
pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan tersebut.
. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:
1) Bagaimana kompetensi absolut Pengadilan Agama terkait dengan masalah
hibah beda agama?
2) Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim terhadap penerimaan penetapan
tersebut?
3) Bagaimana tinjauan normatif yuridis Terhadap Dasar Hukum penetapan

perkara tersebut?

9 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006) him. 133.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana menjawab permasalahan yang
tertera pada rumusan masalah di atas yakni untuk mengetahui kompetensi
absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perdata hibah beda
agama serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan
hakim dalam menetapkan perkara tersebut.
b. Kegunaan Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan apa yang
menjadi pertimbangan hakim dalam menerima perkara dan menetapkan
penetapan hibah beda agama yang telah terjadi, memberi pemahaman kepada
penulis dan pembaca terkait kompetensi absolut pengadilan agama atas
perkara hibah beda agama, serta menjelaskan bagaimana tinjauan hukum

Islam atas pertimbangan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian tentang perkara praktik-hibah di atas, penulis
terlebih dahulu memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang berhubungan
dengan sesuatu yang akan diteliti baik itu berupa judul, subjek, maupun objek dari
penelitian ini. Hal ini dimaksudkan penulis untuk mengetahui bahwa penelitian
yang akan dilakukan penulis tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Dari
beberapa penelitian yang sudah ada akan diklasifikasikan sebagai berikut:

Penelitian berdasarkan kompetensi absolut peradilan:



Skripsi yang ditulis oleh Darul Hurmah yang berjudul Kompetensi
Pengadilan Agama Dan Pengadilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan Dalam
Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan No.3/Pailit/2014/Pn.Smg).°
Penelitian ini menekankan kompetensi absolut antara pengadilan agama dan
pengadilan niaga dalam memutus perkara kepailitan ekonomi syariah. Dalam
penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkara tersebut mutlak merupakan
kewenangan pengadilan agama tetapi karena belum tersedianya pengadilan
khusus kepailitan ekonomi syariah dalam pengadilan agama, maka pencari
keadilan dapat memilih dua opsi hukum. Jika akad maka masuknya ke pengadilan
agama, sedangkan kepailitan masuk pada pengadilan niaga karena terpenuhi
syarat kepailitannya.

Dalam penelitian ini tidak membahas tema hibah sesuai dengan yang hendak
diteliti, tetapi persamaan dalam penelitian ini adalah menyangkut kompetensi
absolut suatu lembaga peradilan. Penelitian yang hendak ditulis fokus kepada
kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani hibah beda agama.

Penelitian berdasarkan-perbedaan agama:

Tesis yang ditulis eleh Muhammad-Baihaqi yang berjudul-wasiat wajibah
pada kasus < kewarisan beda agama  (studi putusan /mahkamah agung

nomor:16K/AG/2010 perspektif magasid syariah).!! Yang menekankan tentang

10 Darul Hurmah, “Kompetensi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Niaga Terhadap
Perkara Kepailitan Dalam  Transaksi Ekonomi  Syariah  (Studi Kasus Putusan
No.3/Pailit/2014/Pn.Smg),” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2016).

1 Muhammad Baihagi, “Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor:16K/AG/2010 Perspektif Magasid Syariah),” Tesis Magister
Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2017).



wasiat wajibah beda agama, dan menerangkan dasar hukum dan pertimbangan
putusan Mahkamah Agung serta tinjauan magasid syariah terhadap putusan
tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam hanya boleh diberikan kepada orang
tua angkat dan anak angkat, tetapi mahkamah agung memperluas ketentuan wasiat
wajibah untuk kasus-kasus yang kontemporer. putusan Mahkamah Agung
Nomor:16K/AG/2010 menjelaskan bahwa seorang yang terhalang warisannya
karena beda agama, maka dapat menerima harta tersebut melalui wasiat wajibah,
dengan pertimbangan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Penelitian berdasarkan kajian hibah:

Pertama, skripsi Noer Muhammad Abdoeh yang berjudul Penghibahan
Semua Harta Kepada Orang Lain Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.*? Pada penelitian ini menjelaskan
tentang pengertian, landasan, asas, syarat, dan rukun hibah dalam KUHPer dan
KHI serta menekankan kepada perbandingan hibah antara keduanya dan
menjelaskan tentang hibah menurut KUHPer yakni memberikan kebebasan dan
keleluasaan penuh dari pemilik harta dapat juga mencakup seluruh harta tersebut,
sedangkan dalam hukum Islam yakni- hanya diperbolehkan- sepertiga dari
keseluruhan harta yang dimiliki. Penelitian ini membandingkan sisi kemaslahatan
akibat hibah yang dilakukan menurut KUHPer dan KHI, aspek responsive

terhadap persoalan masyarakat, aspek kesamaan dan perbedaan konsep.

2 Nor Mohammad Abdoeh, “Penghibahan Semua Harta Kepada Orang Lain Studi
Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” Skripsi
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2013).



Kedua, Usep Saepullah, M.Ag. dalam laporan penelitian individual yang
diterbitkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul
Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Figh dan Putusan
Mahkamah Agung).'® Penelitian tersebut menjelaskan mengenai konsep hibah
menurut figh dan konsep hibah menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini
menekankan pada kesesuaian antara figh Islam dengan pasal-pasal di KHI yang
berkaitan dengan Hibah, kemudian diterangkan pula implementasi hukum Islam
dalam beberapa putusan tentang hibah. Dalam penelitian ini menerangkan bahwa
seseorang sekurang-kurangnya 21 tahun dapat menghibahkan 1/3 harta kepada
orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi.

Ketiga, Jurnal karya Azni yang berjudul eksistensi Hibah Dan Posibilitas
Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di
Indonesia.'* Dalam penelitian ini penulis menerangkan bahwa secara materiil
terdapat hubungan antara eksistensi hibah dengan kewarisan, sebagaimana
diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hibah yang telah
diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
Dalam jurnal ini menekankan pada posibilitas pembatalan hibah yang telah
diberikan oleh seorang pemberi hibah kepada orang lain yang menerima hibah.
Menurut KHI hibah tidak dapat dibatalkan kecuali hibah orang tua kepada

anaknya, begitu pula yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

13 Usep Saepullah, “Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Figh
dan Putusan Mahkamah Agung),” Laporan Penelitian Individual LPPM UIN Sunan Gunung Djati
(2015).

14 Azni, “Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif Di Indonesia.” An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40, No.2 Juli-Agustus 2015.



Dari uraian di atas, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian Darul Hurma
berfokus pada kompetensi absolut pengadilan dalam menyelesaikan perkara
kepailitan ekonomi syariah. Penelitian Muhammad Baihaqi berfokus pada perkara
kewarisan beda agama studi atas putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya
penelitian Noer Muhammad Abdoeh, Usep Saepullah, dan Azni berfokus pada
perbedaan pengertian hibah menurut KUHPer dan KHI. Sedangkan dalam
penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah
penyusun lebih fokus kepada penetapan Pengadilan Agama terkait dengan
kompetensi absolutnya dalam menyelesaikan perkara hibah beda agama.
Kemudian penyusun ingin mengetahui apakah dasar kebijakan Pengadilan Agama
dalam menetapkan perkara hibah beda agama sesuai dengan asas atau undang-
undang yang berlaku. Penelitian yang penyusun lakukan jelas berbeda dengan

penelitian yang ada sebelumnya baik objek maupun pendekatan masalahnya.

Kerangka Teoretik

Menurut Sayid Sabig, hibah merupakan suatu akad yang mengakibatkan
berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa
alasan, ‘dan dilakukan selama masih hidup.*® ‘Sehingga dengan adanya harta
tersebut, orang lain sebagai penerima hibah bebas menggunakannya baik itu
dimanfaatkan sendiri ataupun dialihkan kepada orang lain.

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan hibah adalah

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada

15 Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Figh dan Perkembangannya di
Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) him. 239
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orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.!® Selain itu diijelaskan pula pada
Pasal 675 poin 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah adalah
penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.®’

Penyelesaian perkara hibah antara sesama orang Islam merupakan
kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f)
Zakat, (g) Infag, (h) Shadagah, dan (i) Ekonomi Syariah.*®

Dalam menentukan kewenangan peradilan mana yang berlaku, maka hakim
dapat melihat undang-undang yang mengatur tentang kompetensi setiap badan
peradilan. Jika terdapat hukum yang masih abstrak, maka para hakim dituntut
untuk melakukan penafsiran hukum sehingga terjadilah proses penemuan hukum.
Peran hakim dalam menemukan hukum baru hanya dapat dilakukan untuk
mengisi ruang-ruang hukum yang kosong yang tercipta karena perkembangan
masyarakat. Penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum, dimana pada
penerapan hukum hakim hanya tinggal menerapkan peraturan yang sudah ada

terhadap peristiwa kongkret yang sedang dihadapi.'® Penafsiran-penafsiran

16 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171
17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 675
18 Undang-Undang Pengadilan Agama, Pasal 49.

19 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010) him. 58
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terhadap hukum dilakukan untuk menemukan kejelasan suatu peraturan yang
dirasa masih abstrak, sehingga dapat diberlakukan hukum tersebut sesuai dengan
tujuan dibentuknya hukum.

Adapun dalam menetapkan suatu perkara, pemimpim juga harus
mempertimbangkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Hakim sebagai pemimpin
bertanggungjawab atas kemaslahatan setiap pihak yang datang mengajukan
perkara, sebagaimana kaidah fikih menjelaskan:

20 Jaliaally ks gia de ) Ao ala¥) G puad

Dalam kaidah tersebut hakim sebagai pemimpin dalam menetapkan sesuatu
harus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan. Sehingga produk hukum yang
dikeluarkan oleh Pengadilan akan memberikan manfaat kepada semua orang yang

berperkara.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik serta menggambarkan
bagamaiana penelitian ini dilakukan. Maka metode yang digunakan penyusun
adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah

penelitian kepustakaan (Library Research), yakni penelitian yang dilakukan

20 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenadamedia, 2006) him. 15.
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melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan
objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.?
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian dengan
mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah
sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasilnya yang kemudian
diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.?? Deskriptif analitik
dalam penelitian ini yakni berusaha menggambarkan data yang ada
dilapangan yaitu masalah penetapan beda agama di Pengadilan Agama
Surabaya, serta dianalisis dan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan
teori yang ada.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif,
yakni merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti
bahan dasar seperti pustaka atau data sekunder untuk diteliti dengan cara
menelusuri berbagai peraturan dan literatur’ yang- berkaitan dengan tema
penelitian dan masalah yang hendak diteliti.?®- Yuridis ‘Normatif dalam

penelitian ini mengacu kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2L Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisinis, (Jakarta: Salemba Empat, 2016) him. 32

22 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2009) him. 29

2 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) him. 14
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2006 tentang kompetensi absolute Pengadilan Agama serta kaitannya dengan

norma-norma hukum yang ada.

4. Sumber Data dan Metode Analisis Data
a. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana suatu data
dapat diperoleh.?* Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama, seperti hasil penelitian atau tulisan karya peneliti atau juga
teoritis original.?® Data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum
yang mengikat yakni penetapan Pengadilan Agama Surabaya
No.1116/Pdt.P/2019/PA.Shy.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang
memberikan penjelasan sumber pertama,?® dengan jalan mengadakan
studi _kepustakaan atas dokumen-dokumen yang..memberi penjelasan
sumber data primer. Dokumen yang dimaksud dapat berupa Al-Qur’an,
Hadis, “buku “ilmiah, jurnal, "Kompilasi Hukum' Islam (KHI), serta

peraturan lain yang dapat mendukung skripsi ini.

24 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999) him. 85
2 |bid, hlm 87

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet ke-4 (Jakarta : RajaGrafindo,
2002) him. 116
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b. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupaka penelitian kepustakaan, untuk itu teknik yang
digunakan dalam proses pengumpulan data adalah pengumpulan data
literer yang berhubungan dengan objek-objek pembahasan yang
dimaksud.?” Dalam penelitian ini sumber data berupa data tertulis, maka
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi, yakni dokumen atau catatan peristiwa yang telah berlalu
yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari

seseorang.?

c. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus
hingga tuntas. Adapun langkah-langkah dalam metode analisis data adalah

sebagai berikut:?°

1. Reduksi data

Reduksi, data,. merupakan -suatu .proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, reduksi

27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1990) him. 24.

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet ke-14 (Bandung:
ALFABETA, 2011) him. 329.

29 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Ul Press, 1992) him.
16-109.
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data/proses trasformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan
hingga laporan akhir lengkap tersusun.
2. Penyajian data
Langkah penting yang kedua dalam kegiatan analisis adalah
penyajian data. penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks
naratif atau sejenisnya. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan
dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan,
lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan
pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi
Langkah penting yang ketiga dalam kegiatan analisis adalah menarik
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan
dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukungnya,
tetapi jika ditemukan bukti yang mendukungnya maka kesimpulan
tersebut kredibel. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama
penelitian berlangsung, singkatnya makna-makna yang muncul dari
data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni

yang merupakan validitasnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menjelaskan isi materi penelitian ini maka perlu
disusun sistematika pembahasan, penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam

lima bab, yakni disusun sebagai berikut:
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Bab pertama dalam penelitian ini berisi tentang pendahuluan penelitian
skripsi. Dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik,
hingga metode penelitian. Dalam bab pertama juga dijelaskan sistematika

pembahasan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini.

Bab kedua penulis membahas tentang tinjauan pustaka guna mendapatkan
landasan teori yang diperoleh dari penelitian sebelumnya baik berupa buku yang
sudah diterbitkan maupun masih berupa skripsi, tesis, ataupun skripsi yang belum
di terbitkan, selama sumber-sumber tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
Landasan teori yang akan dicari berupa teori-teori mengenai hibah dan
kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan perkara yang akan dianalisa,
sehingga landasan teori tersebut nantinya berguna sebagai alat analisis penelitian

ini.

Bab ketiga berisi tentang data yang didapat pada penelitian ini yakni
membahas tentang gambaran umum, Pengadilan Agama Surabaya, duduk perkara
penetapan hibah yang akan diteliti, juga pertimbangan dan dasar hukum hakim
dalam menerima. dan _menetapkan perkara -hibah. Data yang didapat pada

penelitian nantinya akan dipaparkan pada bab ini.

Bab keempat berisi mengenai analisis penetapan hakim tentang hibah beda
agama dengan menghubungkan paparan data yang didapat melalui kajian pustaka
yang telah dibahas sebelumnya. Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis

teori-teori yang telah dikemukakan terhadap data yang didapat.
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Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini, yang didalamnya
menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat di lapangan atau
sumber lain yang berkaitan serta hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.
Selain itu disematkan pula kesimpulan dan saran yang diharapkan menjadi
masukan bagi penyusun untuk mengevaluasi tulisannya agar dapat berkembang

bagi diri penulis dan tulisan-tulisan penulis selanjutnya.
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BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis pada penetapan perkara hibah
nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Shy, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, maka diperoleh tiga kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan
masalah yang ditetapkan. Tiga kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
perkara hibah beda agama dilihat dari agama pemohon yang beragama Islam. Hal
ini sesuai dengan asas dalam Pengadilan Agama yakni personalitas keislaman.
Sehingga jika pemohon beragama Islam, maka dapat mengajukan hak-hak
keadilannya pada Pengadilan Agama.

Kedua, Pertimbangan hakim dalam menerima perkara hibah beda agama
tersebut yakni, bahwa perkara tersebut dilakukan dengan akad yang didasarkan
pada hukum Islam, sehingga hukum yang digunakan dalam mengadili perkara ini
adalah hukum Islam pula. Dengan demikian Pengadilan Agama dapat menerima
perkara ini untuk diperiksa dan diadili.

Ketiga, Penyelesaian perkara hibah tersebut ditinjau dari norma dan
peraturannya, telah sesuai dengan kaidah asas personalitas keislaman dan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang mana
penerapannya memang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga

penetapan hibah tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, maka penyusun memberikan
saran yakni, Perlunya penjelasan tambahan terhadap penjelasan Pasal 49 undang-
undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agar dapat dipahami oleh semua
kalangan dalam mengartikan pasal tersebut. Sehingga dalam penerapannya, tidak

dijumpai hal-hal yang menimbulkan multitafsir.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemah

Nomor
Footnote

Ayat/Hadits

Terjemah

Yunus (10): 66.

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah
semua yang ada di langit dan semua yang ada di
bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-
sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu
keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali
prasangka belaka, dan mereka hanyalah
menduga-duga.

37

Al-Bagarah (2) : 177.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah
timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi
sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman
kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat,
Kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang
meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba
sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan
zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya
apabilaia berjanji, dan orang-orang yang sabar
dalam ' kesempitan,  penderitaan dan dalam
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang
benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang
yang bertakwa.

43

Hadis riwayat imam
Bukhari

Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW. telah
bersabda: ‘“sekiranya saya diundang untuk
makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan
kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau
sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada
saya, tentu akan saya terima.” (H.R. Bukhari).
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44

Hadis riwayat Imam
Ahmad

Dari Khalid Ibn Ali. Sesungguhnya Nabi
SAW. telah bersabda: “Barang siapa yang diberi
kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak
dia. minta maka hendaklah  diterima.
Sesungguhnya yang demikian itu pemberian
yang diterima oleh Allah SWT.” (H.R. Ahmad).

65

Al-Mumtahanah (60) : 8.

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat
baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang
tiada memerangimu karena agama dan tidak
(pula)  mengusir kamu  dari  negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil.

68

Al-Insan (76) : 8

Dan mereka memberikan makanan yang
disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan
orang yang ditawan.




Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Shy.

PENETAPAN
Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby
e\t .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah
menjatuhkan Penetapan, dalam perkara permohonan penetapan hibah yang
diajukan oleh:

Munadah binti Noer Muhiddin, Umur 40 tahun (lahir di Sampang tanggal 20
Pebruari 1979), agama Islam, pekerjaan karyawan
swasta bertempat tinggal di Kedondong Kidul /72 RT
011 RW 006 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari
Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa hukum
kepada Moch. Yusron Marzuki,S.H. dan Sayu Indah
Samawati,S.H. Para Advokat pada Kantor Yusron MZ &
Rekan beralamat di JI. Wiguna Selatan 11l No.10 Gunung
Anyar Rungkut Surabaya sesuai surat kuasa khusus
bertanggal 31 Mei 2019 yang terdaftar di register kuasa
pada Kepaniteraén Pengadilan Agama Surabaya tanggal
3152019 nomor 2026/Kuasa/5/2019  selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah-mendengar keterangan Pemohon dansmemeriksa bukti surat dan
saksi-saksi di.persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 31 Mei 2019
yang ditandatangani oleh kuasanya yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby,

Him. 1 dari 18 him. Penetapan No.11 16/Pdt.P/2019/PA.Sby.
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tanggal 31 Mei 2019 beserta perbaikan surat permohonan telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infaq;

h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi Syari’ah

2. Bahwa, Pemohon adalah beragama Islam;
3. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2018 Pemohon pernah mendapat Hibah di

bawah tangan dari seseorang, yaitu:

Nama
Tempat/Tanggal lahir
Jenis kelamin
Agama
Warganegara

Alamat

Pekerjaan
Status kawin
No. Induk KTP

: ROSA DELIMA TJANDRA

: Surabaya, 21 Mei 1949

. Perempuan

:Katholik

: Indonesia

- JI. Raya Simpang DPS No. 2-4, RT 002 RW 010

Kelurahan/ Desa Lontar, Kecamatan Sambikerep,
Kota Surabaya

: Mengurus Rumah Tangga
: Cerai Mati
: 3578016105490001

untuk selanjutnya disebut Pemberi Hibah
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. Bahwa terhadap Hibah dibawah tangan tersebut telah dilegalisasi

dihadapan Notaris Arif Maha Putra,S.H.,M.Kn. dengan Legalisasi Nomor

002/L/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018;

. Bahwa, adapun Hibah yang diberikan kepada Pemohon berupa :

a. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942327 senilai Rp15.000.000,- (lima
belas juta rupiah),

b. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942365 senilai Rp50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);

c. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942378 senilai Rp80.000.000,-
(delapan puluh juta rupiah);

d. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942396 senilai Rp80.000.000,-
(delapan puluh juta rupiah).

e. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538307 senilai Rp100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

f. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538326 senilai Rp85.000.000,-
(delapan puluh lima juta rupiah);

g. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538339 senilai Rp75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah);

yang pada saat penyerahan disaksikan oleh adik Pemohon yang bernama

Sugianto;

. Bahwa, antara Pemohon dan Pemberi Hibah tidak terdapat hubungan

keluarga;

. Bahwa, Pemohon pernah bekerja-sebagai asisten fumah tangga di rumah

Pemberi Hibah yang pekerjaannya adalah merawat Pemberi Hibah yang

memang sudah dalam kondisi sakit;

. Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2018 Pemberi Hibah telah meninggal

dunia di RSUD dr. Soewandhi Surabaya;

. Bahwa, Pemberi Hibah pernah bercerita kepada Pemohon tentang riwayat

hidupnya bahwa Pemberi Hibah pernah memiliki seorang suami dan

seorang anak, namun suami dan anaknya telah meninggal dunia;

10.Bahwa, sepengetahuan Pemohon pada saat Pemberi Hibah meninggal

dunia telah meninggalkan barang tidak bergerak, yaitu:
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83



Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak
di JIl. Taman Apsari No. 9-C Surabaya seluas 52 M2 (lima puluh dua
meter persegi);

Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak
di JIl. Raya Simpang DPS No. 2-4, RT 002 RW 010, Kelurahan/Desa
Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya seluas 525 M2 (lima ratus

dua puluh lima meter persegi);

11.Bahwa, atas Hibah sebagaimana pada angka 4 di atas, Pemohoh telah

mendatangi kantor Bank Mandiri untuk mencairkannya, namun dari pihak

Bank Mandiri meminta Pemohon agar melengkapi/ melampirkan Penetapan

dari Pengadilan.

Berdasarkan segala uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Surabaya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon:

2. Menetapkan secara hukum Pemohon adalah penerima Hibah yang sah dari

Pemberi Hibah yaitu Rosa Delima Tjandra berupa:

a.

Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942327 senilai Rp15.000.000,- (lima
belas juta rupiah);

Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942365 senilai Rp50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);

Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942378 senilai Rp80.000.000,-
(delapan puluh juta rupiah);

Sertifikat - Deposito, Nomor, Seri, AD 942396, senilai Rp80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah).

Sertifikat Deposito Nomor Seri-AE 538307 'senilai Rp100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

Sertifikat_Depesito Nomor Seri '\AE/ 538326 senilai Rp85.000.000,-
(delapan puluh lima juta rupiah);

Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538339 senilai Rp75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah);

3. Menetapkan biaya perkara.
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya
datang menghadap di depan persidangan, lalu mencocokkan identitas
Pemohon dan Kuasanya. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon
membenarkan identitasnya sesuai surat permohonan dan surat kuasa;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberi penjelasan kepada Pemohon,
sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena permohonan ini
hanya sepihak (voluntair), maka perkara ini tidak perlu dimediasi:

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan surat
permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan
bukti tertulis di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Surat Hibah tanggal 5 Oktober 2018 atas nama dari Rosa Delima
Tjandra (Pihak pertama/ Pemberi hibah) kepada Munadah (pihak kedua/
Penerima hibah) yang dibuat dihadapan Notaris Arif Maha Putra,S.H.,M.Kn.
telah dinazegelen telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya
ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578056002790001 tanggal 21-11-
2018 atas nama Munadah telah dinazegelen telah dilegalisir dan telah
dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AD 942365 No. Rek. 141-02-
0545694-01 atas_nama Rosa Delimal Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank
Mandiri [KCP Pakuwen telah dinazegelen: telah: dilegalisic’ dan telah
dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan. (P.3);

4. Fotokopi Surat Deposito, Berjangkayno. seri AD-942378 No. Rek. 141-02-
0546437-3 ‘atas nama Rosa ‘Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank
Mandiri KCP Pakuwon telah dinazegelen telah dilegalisir dan telah
dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AE 538307 No. Rek. 141-02-
0548306-8 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank
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Mandiri KCP Pakuwon telah dinazegelen telah dilegalisir dan telah
dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AD 942327 No. Rek. 141-02-
0542913-7 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank
Mandiri KCP Pakuwon telah dinazegelen telah dilegalisir dan telah
dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
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7. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AD 942396 No. Rek. 141-02-

0547348-1 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank
Mandiri KCP Pakuwon telah dinazegelen telah dilegalisir dan telah
dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.7;

8. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AE 538326 No. Rek. 141-02-
0549305-9 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank
Mandiri KCP Pakuwon telah dinazegelen telah dilegalisir dan telah
dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

9. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AE 538339 No. Rek. 141-02-
0550363-4 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank
Mandiri KCP Pakuwon telah dinazegelen telah dilegalisir dan telah
dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

10.Fotokopi Surat Keterangan tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Rosa
Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Krematorium Eka Praya Kembang
Kuning Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah dinazegelen telah
dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa,, disamping bukti/ tertulis, |Pemohon juga mengajukan bukti
kesaksian 2 (dua) saksi masing-masing bernamas

1. Nama_Sugianto bin H. Noer Muhiddin,. umur /37 tahun, agama Islam,
Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di-Kedondong Kidul 1/72 RT
011 RW 006 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya,
mengaku sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapan sidang ini Pemohon memohon agar
ditetapkan sebagai penerima hibah dari Rosa Delima Tjandra yang akan
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dipergunakan untuk mencairkan Deposito milik Rosa Delima Tjandra di
Bank Mandiri yang dihibahkan ke Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Rosa Delima Tjandra adalah majikan/orang
yang pernah dirawat Pemohon selaku asisten rumah tangganya sejak
bulan Maret 2018 sampai meninggal dunia tanggal 16 Oktober 2018,
keduanya tidak ada hubungan keluarga; ,
Bahwa saksi mengetahui ketika Rosa Delima Tjandra meninggal dunia
tanggal 16 Oktober 2018 dalam keadaan beragama Katholik;

Bahwa saksi mendengar cerita, semasa hidupnya Rosa Delima Tjandra
pernah menikah dan dikaruniai anak (menurut cerita almarhumah
semasa hidupnya), namun suami dan anaknya sudah meninggal dunia
lebih dahulu, sedang anaknya bernama Alex belum pernah menikah:;
Bahwa saksi mengetahui Rosa Delima Tjandra dengan suaminya selama
menikah tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
Bahwa saksi mengetahui setelah suami dari Rosa Delima Tjandra
meninggal dunia, Rosa Delima Tjandra tidak menikah lagi hingga
meninggal dunia;

Bahwa saksi mengetahui Rosa Delima Tjandra tidak mempunyai
saudara yang masih hidup dan tidak mempunyai keponakan atau ahli
waris; ‘

Bahwa saksi mengetahui Rosa Delima Tjandra dimasa-masa akhir
hayatnya pernah menderita sakit dan dirawat oleh Pemohon (Munadah)
sekaligus sebagai asisten rumahtangga.dariiResa Relima Tjandra;
Bahwa saksi mengetahui Rosa Delima Tjandra di-akhir-masa hidupnya
sewaktu menderita sakit pernah memberikan “atau menghibahkan
sebagian hartanya. kepada Pemohon secara, lisan yang kemudian
dipertegas lagi di rumah sakit yaitu padatanggal's Oktober 2018;

Bahwa saksi mengetahui penghibahan tersebut dikarenakan saat itu
saksi dipanggil Pemohon atas perintah Rosa Delima Tjandra untuk
sebagai saksi penghibahan harta tersebut bersama Notaris;

Bahwa saksi mengetahui harta milk Rosa Delima Tjandra yang
dihibahkan kepada Pemohon adalah berupa tujuh Sertifikat Deposito;
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- Bahwa saksi mengetahui penghibahan sejumlah harta tersebut adalah
murni kemauan almarhumah, bukan dipaksa oleh Pemohon atau
siapapun juga;

- Bahwa saksi mengetahui selain Rosa Delima Tjandra memiliki harta
berupa sertifikat deposito, Rosa Delima Tjandra juga mempunyai harta
lain berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang ditempati

almarhumah di Taman Apsaari dan sebidang tanah dan bangunan:lain’

terletak di JI. Raya Simpang Kelurahan Lontar Kec. Sambikerep Kota
Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui penghibahan sejumlah Deposito kepada
Pemohon dari pihak keluarga Rosa Delima Tjandra tidak ada yang
keberatan (karena tidak ada keluarganya);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penghibahan sejumlah 7 (tujuh)
deposito melebihi 1/3 dari seluruh jumlah hartanya Rosa Delima Tjandra
atau tidak;

Nama Arif Maha Putra,S.H.,M.Kn. bin Abdul Muis lkhsan, umur 30

tahun, agama Islam, Pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Blok AA no.11 RT

018 RW 006 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten

Sidoarjo, mengaku sebagai Notaris yang diminta Pemohon, telah

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapan sidang ini Pemohon memohon agar
ditetapkan sebagai-penerima hibah dari harta milik,Rosa Delima Tjandra
di' Bank Mandiri' guna mencairkan deposito milik Resa Delima Tjandra
yang-dihibahkan ‘kepada Pemohon" sesuai surat hibah yang dibuat
dihadapan saksi'selaku Notaris;

- Bahwa saksi mengetahui Rosa Delima Tjandra adalah majikan/orang
yang pernah dirawat Pemohon selaku asisten rumah tangganya,
keduanya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui Rosa Delima Tjandra sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Rosa Delima Tjandra semasa hidupnya

pernah menikah dan dikaruniai anak.
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Bahwa saksi tidak mengetahui Rosa Delima Tjandra dengan suaminya
selama menikah pernah mengangkat anak atau tidak dan tidak tahu
pernah bercerai atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui setelah suami dari Rosa Delima Tjandra
meninggal dunia, Rosa Delima Tjandra tidak menikah lagi hingga
meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak mengetahui Rosa Delima Tjandra mempunyai
saudara/ keluarga yang masih hidup atau tidak;

Bahwa saksi mengetahui Rosa Delima Tjandra dimasa-masa akhir
hayatnya pernah menderita sakit dan dirawat oleh Pemohon (Munadah)
sekaligus sebagai asisten rumah tangga dari Rosa Delima Tjandra;
Bahwa saksi mengetahui Rosa Delima Tjandra semasa hidupnya,
sewaktu menderita sakit pernah memberikan atau menghibahkan
sebagian hartanya kepada Pemohon secara lisan di rumah sakit pada
tanggal 5 Oktober 2018;

Bahwa saksi mengetahui penghibahan tersebut dikarenakan saat itu
saksi selaku Notaris dipanggil oleh Pemohon atas perintah dari Rosa
Delima Tjandra untuk membuat Akta Hibah sekaligus sebagai saksi
penghibahan harta tersebut bersama saudara kandung Pemohon
bernama Sugianto;

Bahwa saksi mengetahui harta milik Rosa Delima Tjandra yang
dihibahkan kepada Pemohon adalah berupa 7 (tujuh) Sertifikat Deposito;
Bahwa saksi' mengetahui penghibahan\sejumlah’ harta tersebut adalah
murnii  kemauan /almarhumabh, /bukan| dipaksa /oleh” Pemohon atau
siapapun juga;

Bahwa /saksitymengetahui selain Rosa Delima Tjandra/memiliki harta
berupa sertifikat deposito, Rosa Delima Tjandra juga mempunyai harta
lain berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang ditempati
almarhumah;

Bahwa saksi mengetahui penghibahan sejumlah Deposito kepada
Pemohon dari pihak keluarga Rosa Delima Tjandra tidak ada yang
keberatan (karena tidak ada keluarganya);
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- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penghibahan sejumlah 7 (tujuh)
deposito melebihi 1/3 dari seluruh jumlah hartanya Rosa Delima Tjandra
atau tidak;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup
keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak
diajukan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan
permohonannya dengan membacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara
sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

Penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat
Kuasa Khusus, bertanggal 31 Mei 2019 yang terdaftar di register kuasa pada
Kepaniteraan Pengadilan. Agama Surabaya tanggal 31-5-2019 nomor
2025/Kuasa/s/2019, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara
Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa
Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi
Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis
memberi_penjelasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR-dan.Pasal 2 ayat
(2) dan (4) Peraturan-Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara
perdata harus diupayakan mediasi, namun karena.perkara ini hanya sepihak
(voluntair), maka tidak.perlu dimediasi:

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon, namun Pemohon
menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan
dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan olehnya sendiri dengan perbaikan permohonan;
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan,
Pemohon beragama Islam, Wahib/ pemberi hibah (Rosa Delima Tjandra)
beragama Katholik, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon
namun mempunyai hubungan kerja yaitu antara yang merawat / asisten rumah
tangga dan yang dirawat/ majikan, bermaksud mengajukan permohonan
penetapan hibah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan
permohonan Penetapan hibah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan
hibah, dimana status agama Pemohon beragama Islam, meskipun Wahib/
pemberi hibah (Rosa Delima Tjandra) beragama Katholik, namun apabila hibah
dilakukan berdasarkan hukum lIslam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Surabaya
berwenang memeriksa dan memutus permohonan penetapan hibah yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka dapat
disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan adalah:

- Apakah benar Rosa Delima Tjandra pernah menghibahkan dibawah tangan
atas sejumlah harta (7 (tujuh) Sertifikat Deposito) kepada Pemohon pada
tanggal 5 Oktober 20187

- Apakah benar ‘Rosa Delima Tjandra sebagai-pemilik. sempurna atas
sejumlah harta (7 (tujuh) Sertifikat Deposito) yang dihibahkan kepada
Pemohon?

- Apakah benar harta yang dihibahkan tidak melebihi dari 1/3 dari seluruh
hartanya?

- Apakah proses penghibahan tersebut sesuai dengan hukum Islam?

- Apakah hibah yang dilakukan tersebut tidak dalam keadaan dipaksa oleh
Pemohon atau orang lain?
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- Apakah Pemohon selaku penerima hibah dapat ditetapkan sebagai
penerima hibah atas 7 (tujuh) Sertifikat Deposito?

- Apakah benar Rosa Delima Tjandra sudah meninggal dunia pada tanggal
16 Oktober 2018, karena sakit?

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan
penetapan hibah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan mencairkan 7
(tujuh) sertifikat deposito milik pemberi hibah atas nama Rosa Delima Tjandra
pada Bank Mandiri Surabaya yang dihibahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan kaidah fighiyah
yang mengatakan barangsiapa mendalilkan mempunyai hak waijib
membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii permohonannya
tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.10) dan dua
orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat hibah atas nama
Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang
memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan
terbukti yang bersangkutan telah--menghibahkan tujuh' sertifikat deposito
tersebut miliknya kepada Pemohon (Munadah binti Noer Muhiddin)
sebagaimana bukti P.3 s/d P.9 pada tanggal 5 Oktober 2018 dihadapan saksi
(Sugianto) dan Notaris (Arif Maha Putra,S.H.,M.Kn.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda
Penduduk atas-nama Munadah, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang
memiliki nilai. pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan
terbukti Pemohon bertempat tinggal di- Kota Surabaya dan beragama Islam
sehingga yang bersangkutan dapat beracara di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, ‘bahwa ' berdasarkan bukti P.3. s/d P.9-berupa sertifikat
deposito atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus
dinyatakan terbukti tujuh sertifikat deposito tersebut milik Rosa Delima Tjandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan
atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang
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yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan

terbukti yang bersangkutan telah meninggal dunia tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 adalah surat yang
dibuat dan ditandatangani oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang,
dengan demikian Pengadilan menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon  telah
bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian
secara hukum telah memenuhi syarat formal sehingga keterangan saksi-saksi
tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa secara cermat, ternyata
keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang
saling bersesuaian, secara hukum telah memenuhi syarat materiil, sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan
dengan bukti P. 1 s/d P.10 serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-
fakta sebagai berikut: )

- Bahwa Rosa Delima Tjandra (majikan/ orang yang dirawat Pemohon) telah
meninggal dunia tanggal 16 Oktober 2018, sedang suami dan anaknya
(Alex) telah meninggal dunia lebih dahulu, namun tidak diketahui surat
kematiannya;

- Bahwa Pemberi hibah (Rosa Delima Tjandra/ majikan/ orang yang dirawat
Pemohon), -.semasa. hidupnya yaitu pada tanggal 5 Oktober 2018 telah
menghibahkan secara lisan dihadapan dua saksi (Sugianto dan Notaris (Arif
Maha Putra,S.H.,M.Kn.)) kepada Pemohon atas 7 (tujuh) Sertifikat Deposito
pada Bank Mandiri milik Rosa Delima Tjandra terdiri dari: '

1. Sertifikat Deposito Nomor-Seri AD 942327 senilai Rp15.000.000,- (lima
belas juta rupiah);

2. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942365 senilai Rp50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);

3. Sertifikat Deposito  Nomor Seri AD 942378 senilai Rp80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah);
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4. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942396 senilai Rp80.000.000,-
(delapan puluh juta rupiah).

5. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538307 senilai Rp100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

6. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538326 senilai Rp85.000.000,-
(delapan puluh lima juta rupiah);

7. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538339 senilai Rp75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah);

Bahwa antara pemberi hibah dan penerima hibah tidak ada hubungan

keluarga, tetapi ada hubungan kerja yaitu antara majikan/ yang dirawat

dengan asisten rumah tangga/ yang merawat;

Bahwa dikarenakan tidak diketahui silsilah/ ada tidaknya keluarga yang

masih hidup dari pemberi hibah, maka keluarga dari pemberi hibah

dianggap tidak keberatan atas hibah sejumlah 7 (tujuh) sertifikat deposito
tersebut kepada Pemohon:

Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan Pemohon sebagai

penerima hibah adalah untuk kepentingan pengambilan deposito atas nama

Rosa Delima Tjandra pada Bank Mandiri yang dihibahkan oleh Rosa Delima

Tjandra kepada Pemohon;

Bahwa harta yang dihibahkan tersebut adalah milik sempurna pemberi

hibah (Rosa Delima Tjandra) dan tidak pernah ada pihak keluarga yang

keberatan atas hibah tersebut karena tidak diketahui silsilah keluarga

almarhumah,; ,

Bahwa hibah terhadap sejumlah Sertifikat Deposito dari Rosa Delima

Tjandra kepada Pemohon tidak dalam keadaan dipaksa oleh Pemohon atau

siapapun juga; ‘

Bahwa Rosa Delima Tjandra mempunyai harta lainnya beruba:

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di
JI. Taman Apsari No. 9-C Surabaya seluas 52 M2 (lima puluh dua meter
persegi) (sebagai tempat kediaman terakhir);

2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di
JI. Raya Simpang DPS No. 2-4, RT 002 RW 010, Kelurahan/Desa Lontar,
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Kecamatan Sambikerep, Surabaya seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh
lima meter persegi) (sebagai tempat tinggal sesuai KTP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu
mengemukakan hal-hal terkait dengan hibah yaitu rukun dan syarat hibah.
Menurut jumhur ulama’ rukun hibah ada empat:

a. Wahib (Pemberi)
- Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada
orang lain.
b. Mauhub lah (Penerima)
- Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima
hibah.
c. Mauhub
- Mauhub adalah barang yang di hibahkan.
d. Shighat (ljab dan Qabul)
- Shighat hibbah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan
gabul.
Sedang Syarat-syarat hibah ada tiga yaitu:
a. Syarat-syarat penghibah
1. Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
4. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang
mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
b. ‘Syarat-syarat bagi orang yang/diberi‘hibah
- Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah.
c. Syarat-syarat bagi'yangdihibahkan
1) Benar-benar ada
2) Harta yang bernilai
3) Dapat dimiliki dzatnya, yakni yang dihibahkan adalah apa yang bisa
dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah
tangan.
4). Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah.
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5) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab
pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan
(dikhususkan) seperti halnya jaminan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah
orangtua kepada anaknya”. hal tersebut sejalan dengan Sabda Nabi:

513 s ol 5)) oal sl (any Lo a5l Y e eaod A gl ke Jhawy o Ja i JayY

)

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau

menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang

memberi kepada anaknya.” (HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

(1). Orang yang telah berumur sekurang-urangnya 21 tahun, berakal sehat,
tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang
saksi untuk dimiliki; i

(2). Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang
dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya;”

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis bérpendapat Pemohon
telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan telah sesuai pula dengan maksud
Pasal 210.ayat\(1) dan|(2) dan Pasal213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut'telah nyata terjadi
hibah “atas. tujuh' Sertifikat Deposito atas—-nama’ Rosa--Delima Tjandra
sebagaimana tersebut-di atas (bukti P.1,/P.3 s/d P.9) pada tanggal 5 Oktober
2018 dari"pemilik sertifikat deposito (Rosa ‘Delima Tjandra/tempat Pemohon
bekerja (majikan)/ yang dirawat) kepada asisten rumah tangga/ yang merawat
yaitu Pemohon (Munadah binti Noer Muhiddin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis berpendapat permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai penerima
hibah dari Pemberi hibah (Rosa Delima Tjandra) atas sejumlah 7 (tujuh)
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Sertifikat Deposito atas nama Rosa Delima Tjandra pada tanggal 5 Oktober
2018 sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A ayat (1), (3), dan
(5) Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya
yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon sebagai penerima hibah dari almarhumah Rosa
Delima Tjandra atas harta miliknya yang diserahkan tanggal 5 Oktober 2018
berupa:

2.1. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942327 senilai Rp15.000.000,- (lima
belas juta rupiah);

2.2. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942365 senilai Rp50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);

2.3. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942378 senilai Rp80.000.000,-
(delapan puluh juta rupiah);

2.4. Sertifilkat Deposito Nomor Seri AD 942396 senilai Rp80.000.000,-
(delapan puluh juta rupiah);

2.5. (Sertifikat 'Deposito/‘Nemar’ Seri AE /538307 senilai 'Rp100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

2.6. . Sertifikat Deposito Nomor Seri AE..538326 senilai Rp85.000.000,-
(delapan puluh-lima juta rupiah);

2.7. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538339 'senilai Rp75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah);

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari
Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah
1440 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Mochamad
Chamim, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Kasthori,M.H. dan
Drs. H. Enas Nasrudin,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan
mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dihadiri

oleh Pemohon serta Kuasanya;

Ketua Majelis,

échamad Chamim, M.H.
Hakim Anggota,

| Perinciab tiade bérkd®L AMIC UNIVERSITY

SUNAN KBREIJAGA
NG ¥ AR R T A

- Biaya PNBP 0.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Him. 18 dari 18 him. Penetapan No.1116/Pdt.P/2019/PA.Sby.

98



PO
el

B

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


mailto:Chabibil60@gmail.com

	HALAMAN DEPAN SKRIPSI
	ABSTRAK
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	PERNYATAAN KEASLIAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I Pendahuluan
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V Penutup
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	Daftar Pustaka
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE

